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“TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEENIS
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada
Dinas Pendidikan;

Xi

Undang-Undang MNomor 29  Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [0 di
Sulaw=si [Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran MNegara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomeor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003
tentang CGuru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia




10.

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang . Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan -Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik [Indonesia Tahun 2014 Nomor &,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomeor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S887; i




11, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavean
Nomer 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
[Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan '
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451); _

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomer 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

2 Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus
dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri
Sipll Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 479);

14, Peraturan Dacrah Kabupaten Bpone Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

15, Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
(Berita Daersh Kabupaten Bone Tahun 2016
MNomor 60);

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMEENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEENIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
. 1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

Z. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah FANg
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.




10.

11.

12,

13.

(1)

(2]

(1)

Kabupaten adalah Kabupaten Bone,
Bupati adalah Bupati Bone.

 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Bone.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bone.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Dasar
Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub
Bagian Tata Usaha pada UPT Sekolah Dasar
Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone,
Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok
Jabatan Pelaksana UPT Sekolah Dasar Neger
pada Dinas Pendidikan kabupaten Bone.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Jabatan Fungsional UPT Sekolah Dasar Neger
pada Dinas Fendidikan Kabupaten Bone yang
melaksanskan kegiatan secara fungsional sesuai
dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi
berdasarlkan perui:uran perundang-undangan.

BARB II
PEMEBENTUKAN DAN KEDUDUEAN

-Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UFT
Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.
UPT sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAE III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT, terdiri dari;
a. kepala UPT sekolah;
b. kelompok jabatan fungsional/guru;




12

(1)

(2)

3]

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupat ini.

_ BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

Kepala UPT mempunyai tugas membantu

Kepala [Dhnas dalam mengoordinasikandan

melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan

Selkolah Dasar Negeri.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;

b. pelaksanaan kebijakan tel-mm pengelolaan
Sekolah Dasar Negeri:

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;

d. pelaksanaan administrasi UPT; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas,

€. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT
untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas; !

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang

tugasnva;




merumuskan dan melaksanakan kebijakan
program, keuangan, umum, perlengkapan,
kepegawaian, dalam lingkungan UFT;
mengoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan telknis pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri; ,
. mengoordinasikan dan melaksanakan
pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar

Negeri;

.. mengoordinasikan pelaksanaan proses

kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan pelaksanaan administrasi
kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan dan melaksanakan
pembinaan guru, tenaga fungsional
kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta
membina hubungan kerjasama dan peran
serta masyarakat;

mengoordinasikan dan merumuskan
kebijakan terkait pelaksanaan administrasi
dan proses kegiatan belajar mengajar;

- mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan administrasi dan proses
kegiatan belajar'mengajar;

. mengoordinasikan dan menata administrasi
ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan,
ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan pendidikan;
mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan
kegiatan ekstralurikuler;

. mengoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan
kerjasama dengan instansi terkait dan
masyarakat;

- mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan
kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
mengoordinasikan dan melaksanakan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi
dengan lembaga pemerintah dan lembaga non




(4]

(1)

(<]

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi UPT;

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara
sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
Kepala UPT dan memberikan  saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

v, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan
ketatausahaan, administrasi umum,
Kepegawaian dan keuangan; dan

w, melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan atasan sesual dengan bidang
tugasnya.

Kepala UPT selain melaksanakan tugas dan fungsi

scbagaimana diatur dalam ayat (2] dan ayat (3)

juga melaksanakan tugas dan fungsi vang

berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau
dapat menugaskan pejabat fungsional guru acau
tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan
urusan ketatausahaan UPT Sekolah Dasar Negeri,

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional

(Guru)

Pasal 5
Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT
melaksanakan  Kegiatan  Pembelajaran  dan
pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Guru dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan program
pengajaran;
melaksanakan penyvajian program pengajaran;
melaksanakan evaluasi belajar;
melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar;
menyusun dan mengevaluasi proses dan hasil
belajar,; ’

e poOg




(1

(2]

(3

(4]

(3)

(6]

f inembimbing siswa dalam kegiatan ekstra
kurikuler;

g. melaksanakan pembimbingan pada kelas yang
menjadi tanggung jawabnya;

h. melaksanalkan pengembangan diri;

i, membimbing siswa dalam ekstrakurikuler;

j. sebagai peEngawas ujian penilaian evaluasi
terhadap proses dan hasil belgjar tingkat’
sekolah;

k. membantu kepala UPT dalam pelaksanaan
administrasi UPT; dan

. pelaksanaan fungsi-lain yang diberikan oleh
Kepala UPT terkait tugas dan fungsinya.

BAEB V
TaTA KERJA

Pasal 6

Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan
Fugsional/guru dan seluruh personil dalam UPT
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja
sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntahbilitas, transparansi serta efektifitas dan
efisiensi.

Kepala UPT melaksanakan system pengendalian
internal di lingkungan organisasinya.

Kepala UPT bertanggungawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarahen serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan. =
Kepala UPT dalam melaksanakan tugas,
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Satuan Organisasi di bawahnya.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan
oleh Kepala [DMnas sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan
Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan
seluruh personil dalam-. lingkungan UPT wajib




mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta
menyampaikan laporan secara berkala dan/atau
sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada
atasan masing-masing.

(7} Setiap laporan- yang diterima sebagaimana
dirnksud pada ayat (6], diclah dan digunakan oleh
pimpinan sebagai bahan perumusan dan

- pelaksanaan kebijakan teknis UFT.

(8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya,
melakukan pengawasan, pemantauan,
p&ngenda!is.n, dan evaluasi, serta melaksanakan
rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan.

(9] Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja
sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait,
dalam rangksa meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT,

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBEERHENTIAN DALAM
JABATAN

Pasal T

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan perafuran
perundang-undangan.

(2) Jabatan Fungsional /Guru diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Neger
Sipil wang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE VII
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
Pasal 8
(1) Untuk  melaksanakan  koordinasi layanan

administrasi pada satuan pendidikan dapat
membentul: koordinator wilayah Kecamatan.

(2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana
dimaksud ayat 1 merupakan jabatan non
struktural vang dapat dijabat oleh pejabat
pengawas atau Aparatur Sipil Negara lainnya
gesual ketentuan peraturan peru ndang—uﬁdangan.
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BAE VIII
EEs PEMBIAYAAN

=

Pasal 9

Pembiayaan untulk mendulkung UPT dibebankan
pada Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidek
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan '
pﬂrl::ndmg—undﬂngan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga.l
diundangkan.

Agar setiap orang mengetshuinyva, nemerintahkan
pengundangen Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

== —Dijtetapkan di Watampone
31 wei 2018

Diundangkan di Watampone
p&datangga] 31 ei ng'




1 20 -
!
0 | KAMA UPT N nEsy ALAMAT KECAMATAN
¥i | 8D INPRES 12/79 CEFPAGA 40310454 | Belawae Libureng
¥3 | 8D INPRES 12,79 PITUMFIDANGE | 40310475 | Parlgi Libureng
k% | 5D INPRES 12/79 TAFPALE 403104580 | Tappale Libureng
k5 | 8D INPRES 3/77 BUNE 40310486 | Bune Liturkng
= | 8D INPRES 3/77 MALLINRUNG 40310489 | Gattungeng Libureng
57 | 8D INFRES 482 SWADAYA 40310506 | Swadaya Libureng
4 [ 0 INPRES 5/81 BARINGENG 40310509 | Baringeng " Libureng
153 [0 INPRES 5/81 MATTIRO BULU | 40310521 | Mattirg Bulu Libureng
'3 | S0 INPRES 5/81 PONRE-PONRE 40310526 | Mattoangin Libureng
ol | 8D INPRES 5/81 WANUA WARL 40310534 | Laccibunge Libureng
1 | SD INPRES 6/86 LABURASENG 40310554 | Laburaseng Libureng
gﬁm S0 INPRES 7/83 BUNE 40310557 | Patironge Libureng
fs4 | SD NEGERI 176 TANA BATUE 40310581 | Tanabatue Libureng
&5 | SD NEGERI 177 TANAH BATUE 40310582 | Tanah Batue Likureng
124 | SD NEGER! 178 BINUANG 40310583 | Binuang Libureng
Fe7 | 5p NEQER! 179 MALLINRUNG 40310584 | Mallinrung Libureng
064 | ED NEQGERI 180 BUNE 40310285 | Bune Libureng
159 | 5D NEQERI 181 CEPPACA 40310586 | Camming Libureng
71 | 5D NEQERI 182 CEPPAGA 40310587 | Belawae Libureng
E” 50 NEGERI 183 PITUMPIDANGE 40310588 | Pitumpidange Libureng
gD NEQERI 184 POLEWALI 40310580 | Polewali Libureng
S0 NEGERI 185 MARIO 40310590 | Tinco Libureng
74 { 8D NEGER1 186 TAPPALE 40310591 | Tappale Libureng
&0 NEGERI 187 TOMPO BULU 40310502 | Tompo Bulu Libureng
&0 INFRES 12/79 POLEWALI 40311338 | Polewali Libureng
Em* SD INPRES 6,75 TANA BATUE 42110544 | Tanah Batue Libureng
b478 | 8D INPRES 10/73 PADAELO 40310441 | JL Andi Muh. Yusuf Mare
370 | 8D INPRES 12/79 BATUGADING 40310448 | Batugading Mare
380 | S0 INPRES 12/79 KARELLA 20310450 | Karella Maure
281 | 80 INPRES 12/79 LAKUKANG 40310460 | J1, Poros Watampone Mare
282 | 8D INPRES 12/79 LAFPA UPANG 40310451 | Lappa Upang Mare
| 283 iﬁﬂl’ﬁiﬁﬁ{ﬁ 40310465 | Bentenge Miire
1384 | SD INPRES 3/77 DATA | 4031b488 | Data Mare
'385 | 8D INPRES 3/77 PATTIRO 40310496 | Kampung Baru Mare
386 | 8D INPRES 3/77 TELLONGENG 40310500 | Tellonggeng Mare
80 INPRES 5/81 KADAI 40310512 | Jalan Watampone Mare
SD INPRES 5/B1 MATTIRO WALIE | 40310522 | Lappa Lampolko Mare
8D INPRES 5/81 SUMALING 40310529 | Abbekkae Mare
&0 INPRES 6,/75 TELLU BOCCOE 40310545 | Ji. Arung Fao Mare
, 5D INPRES 6/75 UJUNG TANAH | 40310546 | Lagusi Mare
392 | SD INPRES 6/B80 UJUNG TANAH | 40310552 | Belawae Mare
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NO NAMA UPT NPSN ALAMAT KECAMATAN
303 | 30 NEGERI 233 MATTAMPAWALIE | 40310605 | Masumpu Mare
304 NEGERI 234 PATTIRO 40310606 | Pattiro Mare
395 | SD NEGERI 235 CEGE 40310607 | Bulu Mare
396 | 8D NEGERI 236 KARELLA 40310608 | Karella Mare
397 | SD NEGERI 237 TELLONGENG 40310609 | Cenrana Mare
308 | SD NEGERI 238 UJUNG TANAH 40310610 | Useng Mare
300 | SD NEGERI 239 TELLONGENG 40310611 | Tellongeng Mare
400 | SD NEGERI 240 TELLU BOCCOE | 40310612 | JL Arung Pao Mare
401 | 3D NEQERI 241 KADAI . 40310613 | J1. Watampone Mare
202 | 8D NEGERI 242 PADAELD 40210614 | JU A. Muh. Yusuf Marz
403 | SD NEGERI 244 LAPASA 40310616 | Lapasa Mare
404 | SO NEGERI 298 TELLONGENG 40310628 | Sanrego ) Mare
405 gﬂﬁ_%&lgg“a UJUNG 40394940 | Appalaringe Mare
406 | 8D INPRES 6,86 BATUGADING 40810553 | Batugading ) Mare
407 | SD NEGERI 28 USA 40302410 | Jl. Poros Makasar Km.11 Palakha
408 | SD NEGER! 20 URENG 40202411 | Lompoe ] Palakka
400 | 8D NEGERI 30 MICO 40302422 | Mico Palakka
410 | 3D NEGERI 31 PASEMPE 40302424 | Pasempe Palakla
411 | SD NEGERI 33 LEMOAPE 40302425 | Lemoape Palakka
412 | 8D NEGER! 34 LEMOAPE 40302426 | Lemoape Palakka
413 | 8D NEGERI 27 PASSIPPO 40302442 | Passippa Palakla
414 | SD NEQERI 35 PANYILI 40302448 | Panyili Palaktlka
415 | 8D INPRES 7/83 PASEMPE 40302481 | Pasempe Palakka
416 | SD NEGERI 36 MATTANETE BUA | 40302529 | Mattanete Bua Palakka
417 | 3D NEGERI 38 MELLE 40302611 | Melle Palakka
418 | 8D INPREZS 5/B1 LEMOAPE 40202866 | Tlrong Palpklea
410 | 8D INPRES 5/81 MADURI 40202867 | Maduri Palakia
420 | SD INPRES 4/82 MELLE 40302882 | Melle Palakka
421 | SD INPRES 3/7T MATTANETE BUA | 40302903 | Mattanete Bua Palakka
422 | 8D INPRES 6/75 URENG 40302909 | Ureng Palaklea
423 | SD INPRES 5/81 PASSIFFO 40302917 | Passippo Palakka
424 | SD INPRES 12/79 MICO 40302938 | Mico T ——
425 | SD INPRES 12,79 CINENUNG 40302960 | Cinennung Palakka
426 | SD INPRES 3/77 PANYILI 40302985 | Panyili Palakka
427 | 8D NEGERI 32 CINENNUNG 40313119 | Cinennung Palakka
428 | SD INPRES 5/81 PATIONGI 40310395 | Fatlong Patimpeng
420 | SD INPRES 12/79 BATULAPPA 30310449 E‘&“%@ Patimpeng
430 | SD INPRES 12/79 PATIONGI 40310471 | Pationgi Patimpeng
431 | 8D INPRES 3/77 MASAGO | 40310490 |JL Poros Makassar Patimpeng
432 | 8D INPRES 3/77 MASSILA | 40310492 | Massila Patimpeng
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